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Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang dapat sangat merugikan dan meresahkan masyarakat 

ini adalah bentuk kejahatan seksual seperti perbuatan kesusilaan dan pemerkosaan atau pencabulan. 

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dewasa 

serta anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan. Dalam hal ini tidak hanya terjadi 

terhadap wanita normal tetapi pada para wanita penyandang disabilitas. Tindak pidana pemerkosaan 

adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal 

tersebut dilakukan dengan cara yang memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan, 

kejahatan pemerkosaan dalam KUHP diatur pada Pasal 285. Terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) 

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana 

Pemerkosaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual?, 2) Bagaimana PertanggungJawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana 

pemerkosaan kepada penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?. Pada penerapannya untuk mengumpulkan data, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) perlindungan 

serta hak-hak yang sama terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan 

sudah diaturnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maupun Undang-Undang 

Penyandang Disabilitas, namun tetap saja perlunya perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan 

orang normal lainnya, 2) pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan seksual sudah diatur 

mengenai sanksi terhadap pelaku, meskipun sudah diatur mengenai kekuatan hukumnya tetapi 

masih ada kekosongan atau ketidakjelasan dari kekuatan hukum itu sendiri. Serta saran dari penulis 

yaitu: 1) perlindungan serta hak-hak penyandang disabilitas diperlukannya pengawasan yang khusus 

dan pendampingan dalam proses acaranya baik secara psikologi maupun fisik, serta diharapkan 

pemerintah akan lebih khusus memperhatikan mengenai perlindungan dan kesamaan hak terhadap 

kaum penyandang disabilitas korban kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal, 2) 

pertanggungjawaban terhadap pelaku kekerasan seksual diperlukannya peraturan pelaksanaan 

terhadap korban perempuan penyandang disabilitas sebagai perlindungan dan kepastian hukum. 


